Pengadilan Negeri
Donggala

LAPORAN
TAHUNAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2021




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Pengadilan Negeri
Donggala telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang
merupakan kewajiban setiap satker untuk melaporkan hasil kegiatannya pertahun anggaran
sebagaimana Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya
kerja yang profesional , transparan,efisien,dan efektif maka setiap program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung disebutkan
dalam Buku | Pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini telah kami upayakan sebaik
mungkin, walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi yang memayungi kami ataupun dari
masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kami kepada
masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini disusun dan dibuat untuk
menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13
Desember 2021, Hal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini adalah merupakan gambaran tingkat
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah
satu pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Donggala untuk dilaporkan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Mahkamah Agung RI yang berisi informasi mengenai capaian
kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dengan
target yang telah direncanakan pada tahun 2021.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini akan menjadi
pedoman untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan Kami sehingga menyadari
bahwa penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Donggala ini
masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan, demi
penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Donggala di masa yang akan
datang.

Kiranya Tuhan memberikan rahmat dan hikmat-Nya kepada kita sekalian dalam mengemban
seluruh amanah lembaga Peradilan ,semoga bermanfaat adanya.

Donggala, 6 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Donggala

NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H
NIP. 19790807 200112 2 001
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BAB |
PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakan “Kekuasaan
kehakiman adalah kekuasan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman selanjutnya ditegaskan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu satuan kerja di bawah naungan Mahkamah
Agung mempunyai posisi dan peran yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena dituntut
untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Donggala yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasal 7 Undang —
Undang No 8 Tahun 2004 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara serta
mempunyai 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Tugas dan peran Pengadilan Negeri Donggala semakin menantang ketika kian banyak regulasi
dan produk-produk bisnis yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain itu ada
berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan persuasif, antisipatif
dan jika perlu dengan tindakan korektif misalnya Pengadilan Negeri Donggala harus melakukan
langkah konkrit berkaitan dengan upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai pemberantasan
tindakan koruptif sebagaimana dicanangkan dalam Maklumat KMA Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pegawasan dan Pembinaan Hakim Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya.
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Peta Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI,
Pengadilan Negeri Donggala mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pegadilan Negeri
Donggala harus dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan wajib
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan segala
sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara di wilayah hukumnya. Dalam cetak
biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 selain telah memberikan arahan untuk pembaharuan fungsi
teknis dan manajemen perkara juga telah menguraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan
untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh
badan peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara
proporsional dalam APBN.

3. Menmiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat

waktu, biaya ringan dan proporsional.
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Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,

nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,
sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannnya peradilan.
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.

Dalam mewujudkan usaha-usaha tersebut diatas, Pengadilan Negeri Donggala telah
melaksanakan beberapa program yaitu :

Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2021, beberapa upaya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Donggala dan beberapa peradilan yang ada dibawahnya terus dilakukan, dengan berpedoman
pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 sehingga dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan proses penyelesaian perkara.

Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Donggala dan beberapa peradilan yang ada dibawahnya
telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu dengan adanya
aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) juga merupakan salah satu program
keterbukaan informasi kepaniteraan yang terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung R.l. guna

mendukung keterbukaan informasi khususnya pada penyelesaian perkara di pengadilan.

Program Pengembangan Sistem Peradilan yang Akuntabel dan Transparan
Pada program ini Pengadilan Negeri Donggala dan beberapa peradilan yang ada dibawahnya
telah memiliki Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan yang berada dibawah tanggung jawab

kepaniteraan hukum sehingga terwujud peradilan yang akuntabel dan transparan.



4. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Salah satu program pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service), maka Pengadilan Negeri Donggala
telah melaksanakan program ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau.

5. Sosialisasi E-Court kepada Para Advokad
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pelaksana fungsi yudikatif telah membuat inovasi-
inovasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, salah satunya aplikasi
E-Court dimana Pengadilan Negeri Donggala dan beberapa peradilan yang ada dibawahnya telah
melaksanakan program ini. Pada program ini pencari keadilan perorangan maupun advokad
secara online sudah dapat mengakses perhitungan biaya panjar perkara, Pendaftaran perkara
secara elektronik dan terintegrasi dengan aplikasi SIPP, Panggilan para pihak, Perekaman (input)
data/informasi pada tahap jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan, serta Pemberitahuan

putusan/penetapan.

B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Donggala seperti halnya struktur organisasi semua
Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung
No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

adalah sebagai berikut :






Peraturan Mahkamah Agung R.| No. 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organissi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan tanggal 24 September 2018 disebutkan Struktur Organisasi Pengadilan
Negeri Donggala “Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan”.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan.”

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan.”

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi tersebut, Kepaniteraan

pada Pengadilan Negeri Donggala terdiri dari :

1. Kepaniteraan Muda Hukum.
2. Kepaniteraan Muda Pidana.
3. Kepaniteraan Muda Perdata.

Ketiga Kepaniteraan tersebut diatas bertanggung jawab kepada Panitera. Selain itu dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi keperkaraan dilaksanakan oleh Panitera Pengganti yang
bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata
usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan”.

Bagian Kesekretariatan yang dibawahi oleh Sekretaris yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Bagian
yaitu : Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Selain itu ada Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan,
Pranata Komputer, Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi tiap unsur pada bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri
Donggala sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober

2015 adalah sebagai berikut :
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1. Tugas Pokok

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas pokok badan
peradilan termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan Undang- Undang Nomor 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum vyaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Bahwa selain tugas pokok
tersebut Pengadilan Negeri Donggala juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri Donggala, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh undang- undang
dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat. Hal ini
diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana untuk administrasi
Kepaniteraan dibawahi oleh Panitera dan administrasi Kesekretariatan dibawahi oleh Sekretaris.
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi.

Dilingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding yang
didukung oleh unit kepaniteraan dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas, sesuai
dengan bidangnya yaitu pelaksanaan tugas pokok badan peradilan dalam hal menerima, memeriksa,
mengadili perkara perdata, perkara pidana. Badan peradilan selain menyangkut tugas di bidang
proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-
hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya
perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, dan
harus disimpan di ke paniteraan.

2. Fungsi
Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman mempunyai

fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima,
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mengadili dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh

undang-undang.

Adapun fungsi pokok Pengadilan Negeri Donggala mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri Donggala.

- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik menyangkut teknik yudisial, administrasi
pengadilan , administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

- Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera/
Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan atas
bidang-bidang yang ada di Pengadilan Negeri Donggala serta pengawasan terhadap administrasi
perkara, administrasi umum serta pembangunan.

- Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya.

- Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi
peradilan.

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan
menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Hal tersebut akan terwujud bila didukung oleh
kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan dibawahnya.

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya

tugas pengadilan secara baik dan benar.

2. Membuat:

a. Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian (organizing).
b. Pelaksanaan (implementation dan executing).

c. Pengawasan (evalution dan controlling).
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil serta bekerja sama dengan baik.

Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan

keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/ petugas yang bersangkutan.
Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin dan
pembangunan.

Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim
serta pejabat struktural, dan sekurang- kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh
karyawan.

Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta
bimbingan yang di perlukan, baik bagi para Hakim maupun suluruh karyawan.

Melakukan pembinaan dan pengawasan.

Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan

peningkatan jabatan.

Menyiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Kartini, IKAHI, Koperasi dan
PTWP.

Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama

dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang

perlu.

Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur pimpinan harus memperhatikan uraian tugas

(job description) masing-masing yang diberikan kepadanya sebagaimana yang diuraikan berikut :
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a. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri
Secara umum adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas
bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas

atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menandatangani Surat penetapan Penahanan dan perpanjangan penahanan.

3. Koordinator pengawasan dan pengaduan.

c. Tugas Hakim

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ditetapkan kepadanya.
2. Pelimpahan tugas atau wewenang Ketua Pengadilan Negeri lain yang diatur oleh peraturan/perundang-
undangan yang berlaku.

3. Mewakili Pimpinan sesuai penunjukan Ketua Pengadilan Negeri.

d. Tugas Panitera

Tugas Pokok Panitera sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 adalah melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara.Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepaniteraan
Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan
pengelolaan administrasi perkara Pidana dan Perkara Perdata, pelaksanaan administrasi
keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan, pembinaan teknis
kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Negeri Donggala dibantu oleh 3 (tiga)

Panitera Muda yaitu :
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1. Panitera Muda Perdata.
2. Panitera Muda Pidana.

3. Panitera Muda Hukum

e. Tugas Panitera Muda Perdata
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnyaPanitera

Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
ii. Pelaksanaan registrasi perkara.
ii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.
iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
v. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera
Muda Hukum.

vi. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

f. Tugas Panitera Muda Pidana
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
ii. Pelaksanaan registrasi perkara.
ii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri.
iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
v. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera
Muda Hukum.

vi. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
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g. Tugas Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan
tugasnya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
i. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

ii. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

ii. Pelasanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;

v. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
v. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi.

vi. Menerima perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

vii. Membuat laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan.

viii. Menyelenggarakan administrasi informasi dan pengaduan.

X. Menyelenggarakan administrasi pengambilan sumpah advokat.

X. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

i. Tugas Panitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal :
1. Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis untuk didistribusikan kepada Hakim anggota.
2. Mengetik putusan dan berita acara persidangan.
3. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata.

4. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

y. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah melaksanakan/menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yang
meliputi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan
urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan
statistik, pelaksanaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan dokumentasi.
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Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
Kasubag Perencanaan IT & Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Kepegawaian
Organisasi dan Tatalaksana. Selain itu ada Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata
Komputer, Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
A. Visidan Misi
Visi Mahkamah Agung RI
Visi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Rl adalah “Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung”, yang mencerminkan harapan terwujudnya Pengadilan modern, independen,

bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman dari keempat
lingkungan peradilan dan juga sebagai puncak manajemen administratif, personil dan finansial serta
sarana dan prasarana bagi seluruh badan-badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Negeri
Donggala , dalam melakukan upaya-upaya pembaruan telah melaksanakan Visi dan Misi
organisasinya. sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Donggala
telah pula mencanangkan Visi dan Misi yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Donggala yang
Agung*“ yang merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Misi Pengadilan Negeri Donggala

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan Misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Donggala
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi pencari keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Donggala
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4. Meningkat Kredibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan.

B. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu perencanaan strategis
yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri
Donggala. Rencana Strategis ini dibuat dan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Negeri
Donggala untuk kurun waktu selama lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020 - 2024 merupakan
gambaran dari kinerja atau kondisi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan
oleh Pengadilan Negeri Donggala, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran
sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
selama 1 s/d 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan
analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana
strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang disesuaikan dengan
tupoksi Pengadilan Negeri Donggala dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.
Pengadilan Negeri Donggala dalam menerapkan kebijakan-kebijakan umum, menegakkan keadilan
dan mewujudkan hukum dalam praktek tidak hanya bentuk penegakan hukum (law enforcement)
tetapi juga memberikan pembinaan dan pengawasan serta meningkatkan sarana/prasarana gedung

Pengadilan Negeri Donggala.

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Donggala dalam rangka mencapai Visi dan
Misinya adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Mewujudkan tertib administrasi perkara.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim.

5. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan daerah dan pengawasan bidang yang efektif dan
efisien.

6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas putusan

7. Meningkatkan sarana dan prasarana.
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024.
Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Donggala adalah

Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel
Peningkatan tertib administrasi perkara ssuai dengan ketentuan Bindalmin
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

o o A~ w N PE

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang dipaparkan diatas, maka Pengadilan Negeri
Donggala menetapkan Program Kerja yang meliputi seluruh kegiatan disertai jadwal dan target yang
akan dicapai serta disesuaikan dengan DIPA tahun berjalan,antara lain :

Manajemen Pengadilan
Administrasi Perkara

Administrasi Umum

Kinerja Pelayanan Publik

1.

2.

3

4.  Administrasi Keuangan
5

6. Pelaksanaan Pengandaan Barang dan Jasa
7

Tl dan Informasi Publik Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.
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BAB I
KEADAAN PERKARA DAN LAYANAN PUBLIK PERADILAN

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Donggala adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima Perkara dari Kejaksaan Negeri yang berada di Wilayah Hukumnya vyaitu :
Perkara Pidana dan Perkara Perdata Adapun tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2021 serta grafik perkara dalam

perbandingan 3 ( tiga ) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

.~ PDANA  PERDATA
- SISA MASUK PUTUS SISA SISA MASUK PUTUS SISA
LALU LALU

~ Janvari 55 41 32 64 11 1 1 11
~ Ppebruai 64 30 25 69 11 3 3 11
~ Maret 69 26 39 56 11 6 5 12
- oApdl 56 50 28 78 12 2 2 12
oMe 78 44 42 80 12 1 4 9
om0 80 43 43 80 9 1 5 5
i 80 36 33 83 5 2 2 5
~ Agustus 83 35 53 65 5 4 4 5
 September 65 26 43 48 5 1 1 5
~ Okiober 48 22 27 43 5 3 1 7
~ November 43 26 21 48 7 5 0 12

Sisa 2019 Pidana = 51 Perkara Sisa 2019 Perdata = 15 Perkara

Sisa 2020 Pidana = 55 Perkara Sisa 2020 Perdata = 11 Perkara

Sisa 2021 Pidana = 43 Perkara Sisa 2021 Perdata = 11 Perkara
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Dari tabel rekapitulasi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Donggala pada tahun
2021 ini, dapat disimpulkan terjadi peningkatan perkara yang masuk pada perkara Pidana serta
terjadi penurunan perkara yang masuk pada perkara Perdata . Adapun fluktuasi perkara dapat dilihat

pada grafik dibawah berupa perkara pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2019, 2020, dan 2021.

GRAFIK PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI DONGGALA

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2019 2020 2021
M Sisa Tahun lalu 73 50 43
B Masuk 379 390 410
m Putus 402 385 422
M Sisa 50 55 43
GRAFIK PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI DONGGALA
70
60
50
40
30
20
10
0
2019 2020 2021
H Sisa Tahun lalu 14 11 11
B Masuk 64 56 32
M Putus 67 56 32
M Sisa 11 11 11

Dari grafik perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Donggala dalam 3 (tiga) tahun
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terakhir yaitu 2019, 2020, dan 2021, dapat disimpulkan terjadi peningkatan penyelesaian perkara
yang masuk (putus) pada perkara Pidana serta terjadi penurunan pada perkara Perdata dalam
3 (tiga) tahun terakhir.

Adapun perincian keadaan perkara di ingkat pertama berdasarkan jenis perkara adalah

sebagai berikut :

a. Pidana Biasa
Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara pidana biasa telah
menerima 410 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2020 berjumlah 55 perkara. Jumlah

perkara putus pada tahun 2021 berjumlah 422 perkara dengan sisa perkara berjumlah 43 perkara.

DATA:

SISA MASUK PUTUS SISA

2020 2021 2021 2021

e @ ) ©

{3}

PN Donggala 55 410 422 43

Pidana Anak

b.

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara pidana anak telah
menerima 19 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2020 berjumlah nihil. Jumlah perkara

putus pada tahun 2021 berjumlah 15 perkara dengan sisa perkara berjumlah 4 perkara

DATA:

SISA MASUK PUTUS SISA
2020 2021 2021 2021
) @) ) s} {6}
PN Donggala 0 19 15 4
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c. Pidana Singkat
Pada tahun 2021 ini, perkara pidana singkat yang masuk nihil perkara dimana sisa
perkara tahun 2020 nihil, Jumlah perkara pidana singkat yang putus nihil perkara pada

Pengadilan Negeri Donggala

DATA:

SISA MASUK PUTUS SISA
2020 2021 2021 2021
{2} {3} {4} {5} {6}
PN Donggala 0 0 0 0

d. Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas
Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara pidana
cepatiringan/lalu lintas telah menerima 1.507 perkara masuk. Jumlah perkara putus pada

tahun 2021 berjumlah 1.507 perkara. Sisa perkara nihil.

DATA:

SISA MASUK PUTUS SISA
2020 2021 2021 2021
{2} 3} {4} {5} {6}
PN Donggala 0 1.507 1.507 0

e. Perkara Perdata Gugatan
Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Negeri Donggala dalam perkara perdata untuk
gugatan telah menerima 32 perkara masuk dengan sisa perkara tahun 2020 berjumlah 11
perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2021 berjumlah 29 perkara dan jumlah perkara

yang dicabut berjumlah 3 perkara. Sedangkan sisa perkara di tahun 2021 menjadi 11 perkara.
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DATA:

SISA MASUK PUTUS DICABUT SISA
2020 2021 2021 2021 2021
2} 3} {4} {5} {6} {7}
PN Donggala 11 32 29 3 11

f. Perkara Perdata Permohonan
Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Negeri Donggala dalam perkara perdata
untuk permohonan telah menerima 14 perkara masuk dengan sisa perkara tahun 2020
berjumlah nihil perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2021 berjumlah 14 perkara.

Sedangkan sisa perkara di tahun 2021 menjadi nihil perkara.

Data :

SISA MASUK PUTUS DICABUT SISA
2020 2021 2021 2021 2021
@ @ @ ) G} Ul
PN Donggala 0 14 14 0 0

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding
Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam penyelesaian perkara tingkat
Banding telah mengajukan 63 perkara Pidana, dengan Sisa Perkara Banding tahun 2020
berjumlah 5 perkara. Jumlah perkara Banding yang putus pada tahun 2021 berjumlah 64 perkara

Pidana, dengan sisa perkara Kasasi tahun 2021 berjumlah 4 perkara Pidana.
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MASUK PUTUS SISA
2021 2021 2021
{4} {5} {6}

2}

PN Donggala 0 5 5 0

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam penyelesaian perkara tingkat
Banding Perdata telah mengajukan 5 perkara. Dengan Sisa Perkara Banding Perdata tahun 2020
berjumlah nihil perkara. Jumlah perkara Banding Perdata yang putus pada tahun 2021
berjumlah 5 perkara, dengan sisa perkara Banding Perdata tahun 2021 berjumlah nihil perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam penyelesaian perkara tingkat
Kasasi telah mengajukan 19 perkara Pidana, dengan Sisa Perkara Kasasi tahun 2020 berjumlah 3

perkara. Jumlah perkara Kasasi yang putus pada tahun 2021 berjumlah 4 perkara Pidana, dengan

sisa perkara Kasasi tahun 2021 berjumlah 18 perkara Pidana.

MASUK PUTUS SISA

2021 2021 2021

- {2} 3} {4} {5} {6}
- PN Donggala 2 2 2 2

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam penyelesaian perkara tingkat
Kasasi Perdata telah mengajukan 2 perkara. Dengan Sisa Perkara Kasasi Perdata tahun 2020
berjumlah 2 perkara. Jumlah perkara Kasasi Perdata yang putus pada tahun 2021 berjumlah 2

perkara, dengan sisa perkara Kasasi Perdata tahun 2021 berjumlah 2 perkara.
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3. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam penyelesaian perkara Peninjauan
Kembali telah mengajukan nihil perkara Pidana, dengan Sisa Perkara Peninjauan Kembali tahun 2020
berjumlah nihil perkara Pidana. Jumlah perkara Peninjauan Kembali yang putus pada tahun 2021

berjumlah nihil perkara Pidana, dengan sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2021 berjumlah nihil

perkara Pidana

SISA MASUK PUTUS SISA
2020 2021 2021 2021

2} 3} {4} {5} 7}

PN Donggala

0 0 0 0

SISA MASUK PUTUS SISA
2020 2021 2021 2021
{2} {3} {4} {5} {7}
PN Donggala 1 1 0 2

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala dalam penyelesaian perkara Peninjauan
Kembali telah mengajukan 1 perkara Perdata, dengan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata tahun
2020 berjumlah 1 perkara Perdata. Perkara yang putus pada tahun 2021 berjumlah nihil perkara, dengan

sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2021 berjumlah 2 perkara.

B. Penyelesaian Perkara

Berdasarkan tabel keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2021

seperti yang tergambar diatas maka bisa dilihat beberapa indikator antara lain :

1. Jumlah Sisa Perkara tahun 2020 yang Diputus tahun 2021

Pada tahun 2021, penyelesaian sisa perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Donggala
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

- {2} {3} {4} (5)
- PN Donggala 55 11 66
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Sisa Perkara yang Diputus oleh

Pengadilan Negeri Donggala berjumlah 66 perkara.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri
Donggala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

PN Donggala 422 29 451

Berdasarkan tabel-tabel perkara diatas dimana Jumlah Perkara yang Masuk Tahun 2021
berjumlah 442 perkara (Pidana, Perdata) sedang Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu (Pidana
dan Perdata) berjumlah 451 Perkara.

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK
Pada tahun 2021, Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Pengadilan

Negeri Donggala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

PN Donggala 352 27 377

Berdasarkan tabel-tabel perkara diatas dimana Jumlah Perkara yang Masuk Tahun 2021 berjumlah
442 perkara (Pidana, Perdata) sedang Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi, dan PK berjumlah 377 Perkara. Dari data tersebut disimpulkan rasio jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap perkara masuk adalah 89,33 % dimana terjadi

penurunan dari tahun sebelumnya.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pada tahun 2021, Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi pada

Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

PERKARA PERDATA YANG

PENGADILAN BERHASIL DIMEDIASI

PN Donggala
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Berdasarkan tabel-tabel perkara diatas dimana Jumlah Perkara Perdata yang Masuk pada Pengadilan

Negeri Donggala berjumlah 32 perkara sedang Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

berjumlah nihil Perkara. Dari data tersebut disimpulkan rasio jumlah perkara perdata yang berhasil di

mediasi terhadap perkara perdata masuk adalah 0 % yang artinya masih rendahnya tingkat

penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi kepada para hakim

sebagai Mediator agar memaksimalkan metode mediasi dalam penyelesaian Perkara Perdata.

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2021, Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui Mekanisme

Diversi pada Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

PERKARA PIDANA ANAK YANG
ek A DI BERHASIL MELALUI DIVERSI SA
{1} {2} {3} {4}
1 PN Donggala 1

Berdasarkan tabel-tabel perkara diatas dimana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Masuk
Tahun 2021 berjumlah 19 perkara, sedang Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi
berjumlah 1 Perkara. Dari data tersebut disimpulkan rasio jumlah perkara Pidana Anak yang berhasil
di Diversi adalah 5,26 % yang artinya masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara anak melalui

Diversi di Pengadilan Negeri Donggala.

Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam
hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus
bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang
digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh
komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini
bertujuan untuk memberikan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat/pencari keadilan. Dengan

pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi
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Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT
01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Donggala
sesuai standar 1ISO 9001:2008 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court
Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar pengawasan dari Badan Pengawasan
Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas. Adapun beberapa pelayanan yang diberikan oleh

Pengadilan Negeri Donggala sebagai berikut:

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi
mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan
hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tanggal 30 mei 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.| Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Donggala mendapat alokasi
anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp. 22.000.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000,-.dimana realisasi penyerapan 100%

ANGGARAN
NO. PENGADILAN PAGU REALISASI KET
{1 2} 3 @ Y
1 Peng;dilan Negeri Rp. 22.000.000.- Rp. 22.000.000;-
onggala

Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaksanaan anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di

Pengadilan Tk.| telah dilaksanakan dengan Baik.

29



2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap,
berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya
tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Rl Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 14 disebutkan bahwa Pengadilan dapat melaksanakan layanan
sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu
atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau

hambatan geografis.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Donggala tidak mendapat alokasi anggaran untuk

melakukan sidang keliling sesuai tabel dibawah ini ;

-_ PAGU

REALISASI

{4} {5}

- Pengadilan Negeri 0
Donggala
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4 disebutkan bahwa
ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah satunya adalah
Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dimana seluruh biaya untuk pelaksanaannya di bebankan

melalui anggaran Mahkamah Agung Rl pada DIPA masing-masing Pengadilan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Donggala tidak mendapatkan alokasi pembebasan biaya

perkara (perkara prodeo).
REALISASI

._ PAGU
{4} {5}
. Pengadilan Negeri 0 0
Donggala
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A. Profil Sumber Daya Manusia

BAB llI

SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan akhir tahun 2021 profil sumber daya manusia pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang terdiri dari sumber daya manusia teknis

yudisial maupun non teknis yudisial. Adapun lebih rinci tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada daftar tabel berikut ;

> Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.

No.

Satuan Kerja

Golongan Ruang /
Pangkat

Jmlh

llc

Pengadilan Negeri Donggala

Illa

b

lllc

llid

li/a

»  Profil Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tenaga Teknis Yudisial

/b

lliic

/d

IV/a

IVib

IVid | IVle

Jabatan Teknis
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Total Jabatan Teknis
No Satuan Kerja Ketua Wakil Hakim | Panitera | Wapan Panmud | Panmud | Panmud | Panitera | Juru Sita Jurusita Calon
Ketua p Hukum | Perdata | Pidana | Pengganti | Penggnti Hakim
1 | Pengadilan Negeri Donggala 1 7 1 1 1 1 6 1 1 20




» Profil Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tenaga Non Teknis

Jabatan Non Teknis
Total Vit
luruh
Satuan Kasuba Kasuba Jabatan | Selur
No - g Kasubag g Fungsional . Teknis
: N
Kerja Sekretaris Perencanaan Umum Dan Kepegawaian Pranata AUEEEIEL Staff on dan Non
IT dan Organisasi dan Tata Arsiparis Teknis :
Keuangan Komputer Teknis
Pelaporan Laksana
1 Pengadilan 1 1 1 1 1 1 1 7 27
Negeri
Donggala

penambahan sumber daya manusia bidang teknis fungsional maupun teknis administrasi guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Adapun

Dari data-data Sumber Daya Manusia diatas dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Donggala masih mengalami kekurangan pegawai dan membutuhkan

nama-nama personil Sumber Daya Manusia (SDM) pada wilayah Pengadilan Negeri Donggala Tengah sebagai berikut :
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NO. | PENGADILAN NEGERI DONGGALA JABATAN KET
1. | NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H Ketua
2. | AHMAD GAZALI S.H Hakim
3. | ARMAWAN ,S.H.,M.H Hakim
4. | MARZHA TWEEDO DIKKY Hakim

PARAANUGERAH,S.H,M.H

5. | ANDI AULIA RAHMAN,S H. Hakim
6. | VINCENCIUS FASCHA ADHI KUSUMA,S.H Hakim
7. | DANANG PRABOWO JATI,S.H. Hakim
8. | ARZAN RASHIF RAKHWADA,S.H.,M.Kn Hakim
9. | RAPIUDDIN,S.H.,M.H R
10, NURHADIYANTO,S.T Sekretaris
11.| ADY YAYAN SASWANTO S.H Panitera Muda Pidana
12./ MAROLP SINAGA S.H Panitera Muda Perdata
13.| ABDULAH JUNAEDI,S.H Panitera Muda Hukum
14| FRANGKY ANTONIP S.H Panitera Pengganti
15 JEFRIANTON S.H Panitera Pengganti
16, M SOFYAN APRIANTO MANSYUR S.H Panitera Pengganti
17.| LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H.,M.H. Panitera Pengganti

18.

MEILY, S.E.,.S.H.M.H

Panitera Pengganti

19.

ANDI DEWI SARTIKA, S.H

Panitera Pengganti

Kepala Sub Bagian Kepeg. dan

20, ELFRIDA SHINTA ULI, SH Ong. Tats Loksag

21| RAHMAH, S.Kom AR Eggsgrzﬁ rene/T
22| MUNTARI TRI RISTIJAYANTI S.E S ;”Efuzgrigznum”m
23. SAHLAN HS Juru Sita Pengganti

24| REYMON BANDUKKA Juru Sita Pengganti

25| RYAN RUDINI, AMD Staf

26, ANGGI SOPHIAN SIPAHUTAR, S KOM Pranata Komputer/Stt
27 INTAN NURCHASANAH, AMd

Arsiparis/Staf
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Sesuai tabel keadaan sumber daya pegawai tahun 2021 diatas terdapat penambahan dan
pengurangan pegawai melalui rekruitmen, mutasi, promosi, dan pensiun seperti data sebagai berikut :
1. Mutasi

Pada tahun 2021 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala mengalami

mutasi masuk dan mutasi keluar sesuai dengan rincian tabel sebagai berikut :

2. Promosi

Pada tahun 2021 ini, pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala beberapa pegawai

mengalami promosi baik berupa kenaikan pangkat maupun jabatan struktural dan fungsional

1 Pengadilan Negeri 5 1
Donggala

sesuai dengan rincian tabel sebagai berikut :

3. Pensiun

Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Negeri Donggala tidak mengalami pengurangan pegawai akibat

pensiun sesuai dengan rincian tabel sebagai berikut :
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4,

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

Peningkatan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
oleh Mahkamah Agung RI kepada aparat peradilan. Pada tahun 2021 terdapat beberapa pegawai

negeri sipil yang mengikuti Diklat sesuai tabel berikut ;
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan
Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Donggala mendapatkan alokasi anggaran (DIPA
01 dan DIPA 03) sebesar Rp. 10.283.143.000,-. Dimana pada akhir tahun 2021, DIPA 01 mendapatakan
tambahan anggaran sebesar Rp. 3.772.070.000,- melalui revisi ditingkat Eselon | dengan rincian per

program sebagai berikut :

1 Program Dukungan Manajemen Rp. 4.876.823.000,-
2 Program Pegadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 5.316.604.000,-
Mahkamah Agung
3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 89.716.000,-
Jumlah Rp. 10.283.143.000,-
Tambahan Anggaran DIPA 01
No Program Pagu
1 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) Rp.3.742.270.000,-
2 Belanja Barang operasional lainnya (Baju Dinas) Rp. 23.800.000,-
3 Non Operasional Satker Daerah (penanganan Covid-19) Rp. 6.000.000,-
Jumlah Rp. 3.772.070.000

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.876.823.000,- Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dilingkungan Pengadilan Negeri Donggala dan Satuan Kerja
dibawahnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan :
Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, Tunjangan Hakim dan Tunjangan
Kemahalan sebesar Rp. 3.742.270.000,-
Biaya Operasional yang meliputi biaya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, perawatan
kendaraan, belanja keperluan perkantoran, Biaya sewa rumah bagi Hakim, biaya perjalanan dalam
rangka koordinasi dan konsultasi, rapat internal, biaya Pelantikan, langganan daya dan jasa
sebesar Rp. 1.134.553.000,-

Realisasi pelaksanaan program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
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dilingkungan Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE NAMA
HO SATKER SATKER PAGU REALISASI % Sioh
1 477202 PNDONGGALA 4892823000 4782581452  o7.74% 10241548

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pada Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dilingkungan

Pengadilan Negeri Donggala dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.316.604.000,- digunakan untuk

kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Ketua Pengadilan Negeri Donggala sebesar Rp.
352.364.000,-

- Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
87.500.000-

- Pembangunan / Renovasi gedung dan bangunan kantor Pengadilan Negeri Donggala sebesar Rp.

4.876.740.000,-

Realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung dilingkungan Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

n KODE SATKER NAMA SATKER PAGU PROGRAM | REALISASI .“

477202 PN DONGGALA 5,316,604,000 5,142,490,150 96.73% 174,113,850

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan anggaran sebesar
Rp.89.716.000,- digunakan untuk belanja barang non operasional pada kegiatan:
- Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), volume ouput 88 jam layanan alokasi anggaran
sebesar Rp.22.000.000,-
- Berkas Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu, dengan alokasi

anggaran Rp.67.716.000,-

37



Realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dilingkungan

Pengadilan Negeri Donggala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

M KODE SATKER NAMA SATKER PAGU PROGRAM m.n

477203 PN DONGGALA 89,716,000 85,627,000 95.44% 4,089,000

Target dan Realisasi PNBP Tahun 2021
Target PNBP Pengadilan Negeri Donggala yang terdiri dari PNBP Fungsional dan Umum tahun
anggaran 2021 adalah sebesar Rp 6.000.000,- Adapun realisasi PNBP sampai dengan tanggal 31

Desember 2021 sebesar Rp. 253.008.128,- atau sebesar 119,5 % dengan rincian sebagai berikut :

KELOMPOK REAL
NO PNBP ‘ TARGET ISAS| &
1| PNBP Fungsional 6.000.000,- 7.170.000, 119,5%
2| PNBPUmum 0| 245838128 0%
JUMLAH 6000000 |  253.008.128 119,5%

Realisasi PNBP Fungsional Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut

NO NAMA SATKER TARGET REALISASI %

1 PN DONGGALA 6.000.000 7.170.000 119,5%

Realisasi PNBP Umum Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut

NO NAMA SATKER TARGET REALISASI %

1 PN DONGGALA 0 245.838.128 0
PERENCANAAN ANGGARAN

Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Donggala mendapatkan total pagu anggaran sebesar
Rp. 5.181.502.000,- (lima seraus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah), dengan perincian

alokasi pagu sebagai berikut : Program Pembinaan Dukungan Manejemen sebesar Rp. 5.104.002.000,-
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(lima milyar seratus empat juta dua ribu rupiah), Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 91.216.000,- (Sembilan puluh satu

juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

ALOKASI ANGGARAN TA.2022

B PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

B PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LNGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

1%%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada
dibawah naungan Mahkamah Agung RI yang tupoksinya sebagai pelayan masyarakat
pencari keadilan sudah seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana sudah tentu pelaksanaan tupoksi tidak
akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pencapaian tujuan, visi dan misi yang
diharapkan mustahil akan dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang ada pada
Pengadilan Negeri Donggala sampai dengan tahun 2021 sudah banyak yang tidak
memenuhi syarat dan standar yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas, ditambah
lagi dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang harus diikuti dalam
pelaksanaan tugas yang ada, sehingga dirasa sangatlah perlu untuk mengganti beberapa
sarana yang ada terutama pada beberapa alat pengolah data seperti komputer, dan perlu

penambahan alat pengolah data seperti printer,scanner, sound system dan alat pengolah
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data dan komunikasi lainnya yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Pengadilan Negeri
Donggala tetapi sangat dibutuhkan pengadaannya untuk mendukung pemberian
pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Donggala sampai dengan

akhir tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

> Kendaraan Dinas

Kondisi
No Uraian Jumlah Baik Rusak | Rusak !
Ringan Berat

» Bangunan Gedung/Rumah Dinas

| | Pengadilan Negeri Donggala (10 unit)
1. | Gedung Kantor 2 unit 1 1 i ;el:mg
Plaat
2. | Rumah Dinas Ketua 1 unit - 1
3. | Rumah Dinas Wakil Ketua 1 unit - 1
4. | Rumah Dinas Hakim 5 unit - 5
5. | Rumah Dinas Panitera - unit
6. | Rumah Dinas Sekretaris 1 unit - 1
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» Sarana Prasarana Gedung Kantor

I. | Sarana/Prasarana Gedung

1. | Ruang Ketua 1
2. | Ruang Wakil Ketua 1
3. | Ruang Hakim 2
4. | Ruang Panitera 1
5. | Ruang Sekretaris 1
6. | Ruang Wakil Panitera -
7. | Ruang Kepala Bagian -
8. | Ruang Panitera Muda 3
9. | Ruang Kepala Sub Bagian 3
10. | Ruang Panitera Pengganti 1
11. | Ruang Jurusita 1
12. | Ruang Sidang 3
13. | Ruang Mediasi/Diversi 1
14. | Ruang Rapat 1
15. | Ruang Tunggu Pengunjung/R. Tamu Terbuka 2
16. | Ruang Tunggu Pengacara/Pos Bakum 1
17. | Ruang Tunggu Jaksa 1
18. | Ruang Tunggu Ramah Anak 2
19. | Ruang Laktasi/Perawat 1
20. | Ruang Perpustakaan 1
21. | Ruang Tahanan 2
22. | Ruang Arsip Perkara 2
23. | Ruang Barang Buki 1
24. | Ruang Gudang 2
25. | Ruang Server 1
26. | Musholla 1
27. | Meja Informasi/Pelayanan Terpadu 1
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C.

28. | Toilet Pegawai 5

29. | Toilet Pengunjung 4

30. | Toilet Difabel 1

II. | Sarana Prasarana Fasilitas B RR RB
Perkantoran
1. | Komputer 23 - -
2. | Laptop 9 - -
3. | Infokus - - -
4. | PABX/Telepon - - -
5. | Mesin Ketik - - -
6. | Mesin Fotocopy 1 - -
7. | Faximile 1 - -
8. | AC 30 - -
9. | Televisi Monitor 7 - -
10. | Sound System 1 - -
11. | Scanner 2 - -
12. | Mesin Absensi 1 - -
13. | Server 2 - -
14. | Router 1 - -
15. | Generator Set 1 - -

Pengelolaan Teknologi Informasi

Di dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 52
ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para
pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dari
maksud Pasal 52 tersebut, dapat disimpulkan bahwa publikasi putusan berdasarkan hirarki aturan

hukum yang ada sudah merupakan kewajiban bagi lembaga yudikatif. Berdasarkan Undang-
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undang tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dii Pengadilan.

Sebagai tindaklanjut SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut Pengadilan Negeri
Donggala telah mempunyai situs dengan alamat http://www.pn-donggala.go.id yang di
dalamnya telah cukup memberikan informasi baik mengenai perkara maupun mengenai data
keuangan yang ada di Pengadilan Negeri Donggala. Situs tersebut dapat diakses setiap orang

yang menginginkannya.

Zona Integritas Pengadilan

MAAT

Negeri Donggala U KAMEVELAYAM DENGAN AT
9 gg f TANPA PUNGLI
Owrs Kameymrranan dalarm peivyanas, deachon age acek & GRATIFIKASI

memboriian mbolas weceds e Pergadien Neger Dongoea
dolam bartid apapun cicar barya-Baye yang tebih desntuion
Purgeciien Negers Dosgusda.

Tempiate website inl merupakan standarisasl website untuk seluruh badan
peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan
perubahan susunan menu dan tampllan darl website sebelumnya yang bisa
anda temukan dalam menu bar diatas.

Perpustakaan

RTUAL LEMBIGA DEOVEDLA Perrdarias Lopuras Pos Bartues Mok Direktor! Putusan
P ASIUM) Pengaciian Negen Donggada Mahkamah Agung

Tampilan website Pengadilan Negeri Donggala

Salah satu layanan informasi di pengadilan adalah adanya publikasi perkara baik itu perkara
yang sedang berjalan, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maupun putusan perkara.
Untuk publikasi putusan perkara sendiri, Mahkamah Agung telah mengeluarkan maklumat One
Day Publish. "One Day Publish” adalah maklumat pelayanan Mahkamah Agung RI dan seluruh
badan peradilan yang ada dibawahnya kepada publik untuk mempublish informasi perkara pada
hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Program One Day Publish adalah program
Mahkamah Agung yang harus dijalankan oleh Pengadilan Negeri Donggala. Namun tak bisa
dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ada keterlambatan dalam penerapannya. Selama
tahun 2021 Pengadilan Negeri Donggala telah mempublish perkara melalui website http:/sipp.pn-
donggala.go.id.

43


http://sipp.pn-donggala.go.id/
http://sipp.pn-donggala.go.id/

Adapun khusus mengenai transparansi putusan, pada website Pengadilan Negeri Donggala
melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung telah diupload putusan dengan Total 429 (empat

ratus dua puluh sembilan), dengan rincian sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut ;

Putusan Perkara Pidana Umum . 207 putusan
Putusan Perkara Pidana Khusus . 177 putusan

Putusan Perkara Perdata 45 putusan

© sPvA x | @ SIPPPen X | @ SIPPPen X | @ SIPPMA X | @ SIPPPen X | ¢ (38)Pete X | @ Pengadil X 1 KotakM: X | [ Direktor X @ Direktor X

< (&} & putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/prefil/pengadilan/pn-donggala.htm]

. .
b Dlrekton Putusan BERANDA  PENCARIAN  DIREKTORI  PENGADILAN  PERATURAN  TENTANG

. Mahkamah Agung Republik Indonesia

PN DONGGALA -

~ Direktori

load :05-01-2021
Puty .6/2020/PN Dgl
ut Umum:
1HARIS Al H.
2ZNANDA H
Kejahatan terhadap keamanan negara € Terdakwa

Pidznz Urnum D) MUHAMAD RIZAL Alias RIZAL
@3-th3

~ Pengadilan 0~ Upload :05-01-2021

/Pdt.G/2020/PN Dl

PN DONGGALA EE2Y

8 LAPTAH 2019 PT...docx Tampilkan semua ‘ X

~ 4 3 ENG

1
09/01/2021

.
L] =)

Tampilan Direktori putusan pada website Pengadilan Negeri Donggala
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah
naungan Mahkamah Agung R.| secara terus menerus tiada henti selalu berupaya untuk
meningkatkan pelayan publik, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Donggala .

Agenda pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Negeri Donggala terdiri atas
pelayanan yang terbaik diberikan kepada pelanggan atau pencari keadilan yang mengacu pada
standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan dari Pelayanan prima pada Pengadilan Negeri
Donggala merupakan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa melalui tahapan, prosedur,
persyaratan-persyaratan, waktu dan pembiayaan yang dilakukan secara transparan dan
akuntabel untuk mencapai kepuasan sebagaimana visi dan misi pada Pengadilan Negeri
Donggala.

Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Donggala dalam
meningkatkan pelayanan publik yang prima yang juga merupakan program dari Mahkamah Agung
R.l'adalah :

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi
dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya
organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan
manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan
menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotovasi) untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan memberikan pelayanan prima bagi
masyarakat/pencari keadilan. Dengan pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Surat
Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT 01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan
mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO
9001:2008 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent,
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), standar pengawasan dari Badan Pengawasan
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Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan standar penilaian yang pernah dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Pengadilan Negeri Donggala dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan
bermutu guna terciptanya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen
mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar
pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu
yang nantinya dijadikan acuan apakah pelayanan di Pengadilan Negeri Donggala sudah sesuai
standar atau belum. Pengadilan Negeri Donggala sendiri telah dilakukan penilaian akreditasi oleh
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badan Peradilan Umum pada tanggal 18 Juli 2018
dengan predikat “A” (Exellent) dan telah diperbaharui pada tahun 2020. Dengan hasil yang
diperoleh tersebut, Pengadilan Negeri Donggala terus berusaha untuk berbenah dalam

meningkatkan pelayan bagi masyarakat dan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Donggala

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Nomor 158/DJU/SK /PS01 /9 /2015  Tentang pedoman Pelayanan meja  informasi

dilingkungan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Donggala juga menyelenggarakan
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Pelayanan meja informasi , dimana meja informasi membantu mempermudah para pencari
keadilan dan berurusan dengan pengadilan , petugas meja informasi  di  lengkapi
seperangkat komputer ~ yang terhubung dengan internet dan program SIPP Serta meja
informasi berada ditempat yang mudah dijangkau. Meja Informasi berada di lobi kantor dimana

permohonan informasi bisa langsung memohon informasi yang dibutuhkan.

3. Inovasi Pelayanan Publik
a. Aplikasi PN Donggala JOS
PN Donggala Jos adalah Aplikasi berbasis android yang dipergunakan oleh pihak hakim,
panitera, panitera pengganti, pihak Kejaksaan, Pengacara dan Para Pencari Keadilan
untuk melihat dan memudahkan mengakses Website PN Donggala, Jadwal Sidang, E-
Court, E-Tilang, Jadwal Sidang, Survei, E-raterang dan EP3PK di Smartphone. Aplikasi
ini dapat didownload di website PN Donggala.

Aplikasi PN Donggala JOS

b. Aplikasi E-P3PK

Aplikasi E-P3PK adalah Aplikasi Berbasis web yang diperuntukan untuk Jaksa Penuntut
Umum dan Penyidik Mengirimkan Surat Penyitaan, Surat Penggeledahan dan Surat
Perpanjangan Penahanan di aplikasi ini secara elektronik document. Aplikasi ini dapat
diakses melalui aplikasi PN Donggala JOS dan juga di website resmi PN Donggala
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©

Aplikasi E-P3PK

. Aplikasi PAK SANDI

Aplikasi PAK SANDI merupakan inovasi Pengadilan Negeri Donggala dalam memberikan
akses dan kemudahan kepada para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Donggala dan
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh informasi. Layanan aplikasi
Sarana Informasi Digital atau yang diberi nama “PAK SANDI” merupakan pusat informasi
layanan terpadu dan terintegrasi melalui perangkat WhatsApp yang memudahkan
masyarakat Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi mengakses kebutuhan informasi
terhadap layanan pengadilan yang dibutuhkan.dalam aplikasi ini, masyarakat diberikan
kemudahan untuk mengetahui beragam informasi layanan Pengadilan seperti infromasi
jadwal persidangan, informasi status dan biaya perkara, informasi denda tilang, nformasi
persyaratan pengajuan gugatan/permohonan/surat keterangan, serta infromasi lainnya

yang dapat diakses melalui perangkat smarfphone yang dimiliki.

Jam Pelayanan Senin-Jumat
09.00-16.00 WITA

GRATIS!

Aplikasi PAK SANDI
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d. Aplikasi BU SANTI

Layanan aplikasi Sarana Konsultasi Digital atau yang diberi nama “BU SANT/I
merupakan aplikasi digital yang memudahkan masyarakat Kabupaten Donggala dan
Kabupaten Sigi berinteraksi dengan advokat Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri
Donggala.

Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan interaksi secara virtual melalui chat yang
nantinya akan direspon oleh para Advokat yang betugas di Posbakum Pengadilan Negeri
Donggala. Beragam layanan dapat diperoleh masyarakat dalam aplikasi BU SANTI,
diantaranya layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

wecer . PUNYA MASALAH HUKUM?

DONGGALA

corr DU SAN 'l‘l
TANYA
Jam Pelayanan Senin-Jumat
09.00-15.00 WITA
' “akamane @ @
GRATIS! pommmm o3 €

s.id(busant/ "

Layanan ini dioperasikan oleh:
"Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Donggala" U N

(©) #-vonceaLa [T encADILAN NEGERI DONGGALA
Aplikasi BU SANTI
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A

BAB IV
PENGAWASAN

Internal

Dalam melaksanakan pengawasan melekat pada satuan-satuan kerja di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Donggala, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
Seluruh Pejabat Kepaniteraan
Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Donggala adalah meliputi

pengawasan internal Pengadilan Negeri Donggala.

Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/reguler meliputi :

Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan

pembinaan dan evaluasi kegiatan.

Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi persidangan,

pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.
Mutu pelayanan publik.

Kinerja Pengadilan.

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu dengan bentuk

pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau

akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan

yang berlaku. Pengawasan rutin ini dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Donggala terhadap

pelaksanaan tugas intern Pengadilan Negeri Donggala dengan membentuk Tim Pengawas

Bidang yang dibentuk dari Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang bertugas mengawasi :

Bidang Pidana
Bidang Perdata
Bidang Hukum
Bidang Perencanaan, IT & Pelaporan

Bidang Umum dan Keuangan
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- Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Selain mekanisme pengawasan internal terdapat pula mekanisme Pengaduan yang diajukan

pada lembaga peradilan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1.

Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat
Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para
pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada
Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut
disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman
Nasional dan lain-lain.

Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan
oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).

Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat
Pengadilan yang dipimpinnya.

Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu

yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1.

2.

Penyalahgunaan wewenang / jabatan.

Pelanggaran sumpah jabatan.

Dugaan melakukan tindak pidana.

Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat
administratif

Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan
ketidakpahaman.

Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang
berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu,

biaya, dan atau perilaku.
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7. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct Hakim.

8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan
yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku

anggota masyarakat.
9. Tindakan indisipliner.

10. Tindakan arogansi.

PENANGANAN PENGADUAN
Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2021 ini
berjumlah nihil pengaduan, dengan rincian sebagai berikut

NO. REKAPITULASI JUMLAH

1 | Jumlah Sisa Pengaduan Tahun 2021 -

2 | Jumlah Pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir -

3 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawas MA-RI .

Jumlah Pengaduan yang telah ditangani (termasuk yang

4 didelegasikan kepada Pengadilan Tk. Pertama) )
Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan

> kepada Badan Pengawas MA-RI }

; Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP tidak

disampaikan kepada Badan Pengawas MA-RI

7 | Jumlah sisa Pengaduan pada waktu berjalan

Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman
g | disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang

bersangkutan (dibuat tersendiri)

B. Evaluasi

Selesai melakukan pemeriksaan Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan, untuk
tahun 2021 hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
- Pada umumnya seluruh Pengadilan Negeri Donggala telah melaksanakan tugas
sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung, namun masih perlu mendapat perhatian

dan ditingkatkan di bidang teknis maupun dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
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Pengadilan Negeri Donggala telah melaksanakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara SIPP (CTS) versi 4.1.1 guna pelaksanaan asas transparansi.

Pada umumnya Pengadilan Negeri Donggala pegawainya sangat kurang dilihat dari segi
kualitas maupun kuantitasnya.

Setelah pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan (APMP) semua bangunan

kantor terawat dan kebersihan kantor Pengadilan dipelihara dengan baik.
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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari uraian Laporan Tahunan 2021 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan
gambaran secara umum tentang keadaan dari masing-masing satuan kerja yang ada di Pengadilan
Negeri Donggala tahun 2021 ini, dari laporan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri
Donggala telah melakukan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari

satuan kerja Pengadilan Negeri Donggala dalam tahun 2021, yaitu antara lain :

1. Penyelesaian perkara dalam tahun 2021 di Pengadilan Negeri Donggala menunjukan adanya
peningkatan penyelesaian perkara, hanya pada akhir tahun masih ada beberapa perkara yang

belum diminutasi.

2. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik di Pengadilan
Negeri Donggala. Sudah ada meja pengaduan dan meja informasi serta Website Pengadilan

Negeri Donggala yang telah berisi putusan—putusan terbaru.

3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu mengadili perkara telah dilaksanakan sesuai

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat pertama.

4. Transparansi di bidang keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

5. Peningkatkan ilmu pengetahuan para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf telah
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Donggala melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi dan
pembinaan. Selain itu Pengadilan Negeri Donggala memberikan reward pada Hakim, Pegawai
dan Honorer yang dinilai paling baik mengelola administrasi dan kebersihan lingkungan kantor.

6. Penyerapan/realisasi anggaran DIPA telah berjalan dengan baik, dimana untuk DIPA 01 rata-
rata 97,74 % dan untuk DIPA 03 rata-rata 95,44 % menunjukan bahwa kinerja satker

Pengadilan Negeri Donggala telah berjalan baik.
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7. Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Donggala telah memperoleh sertifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu Peradilan sebagai standar dalam melakukan pelayanan secara prima kepada

pencari keadilan dan telah dilakukan penilaian kembali pada tahun 2021.

B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan tugas terdapat masalah-masalah yang merupakan kendala dalam tahun 2021

sebagai berikut :

1. Kekurangan tenaga Panitera Pengganti, Jurusita dan Pegawai menjadi keluhan Pengadilan
Negeri Donggala, mendesak untuk dipenuhi karena tidak seimbang dengan beban kerja yang
semakin meningkat.

2. Tenaga terampil dibidang Teknologi Informasi masih kurang di Pengadilan Negeri Donggala,
berdampak pada pengoperasian dan pengembangan IT yang tidak maksimal.

3. Dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk percepatan penyelesaian perkara disamping Standar
Operasional Prosedur (SOP), Pengadilan Negeri Donggala membutuhkan sarana dan

prasarana yang memadai.
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